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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran Negara secara Konstitusional dalam mengatasi Anak Terlantar di Indonesia 

sesuai dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak sejauh ini bisa dibilang masih jauh dari kata layak atau terlindungi, 

terlihat dari berbagai persoalan – persoalan anak terlantar di Indonesia yang semakin 

tahun cendrung mengalami tren peningkatan. Meskipun Negara turut andil melalui 

program-program pemerintah yang terus dilaksanakan untuk mengatasi persoaalan 

tersebut. 

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar ( Studi 

Kasus di Kota Mataram ) sampai saat ini masih lemah dan masih belum terayomi 

dengan baik. Terlihat dari tabel data anak terlantar yang ada di kota mataram yang 

dilakukan pendataan oleh Dinas Sosial Kota Mataram masih banyak ditemukan 

permasalahan akan kepekaannya untuk mengatasi dan mengurangi angka anak terlantar 

di hampir semua kecamatan yang ada di kota mataram. 

B. SARAN 

1. Semoga kedepannya pemerintah selaku penanggungjawab tertingga terhadap 

keberlangsungan berkehidupan di negara indonesia ini mampu mengatasi dan 

mencarikan solusi akan permasalahan-permasalahan anak terlantar di Indonesia yang 

setiap tahun memiliki tren peningkatakan dan kurangnya koordinasi antar Lembaga 

negara untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut padahal sudah sangat jelas diatur 

dalam konstitusi negara kita Republik Indonesia. 
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2. Berkaca dari data-data yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial Kota Mataram maka 

dari itu penulis menyarankan kepada Lembaga terkait atau Instansi Pemerintah yang 

terkait akan persoalan anak terlantar di kota mataram ini untuk mengeluarkan regulasi 

supaya kepekaan masyarakat akan pentingnya untuk merawat dan menjaga 

keluarganya supaya tidak tergolong terlantar, sehingga dalam mengatasi persoaalan 

anak terlantar bisa dari kalangan bawah sampai atas mulai dari lingkungan sekitarnya. 
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